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Pulisﬁed ' 14-04-2025 implementation context. This study analyzes the relationship between the quality
of government regulation and the growth of e-business platforms in 15 developing
countries in Asia and Africa (2015-2022) using a quantitative approach with
panel data regression analysis. The results show that progressive regulation (e.g.
adaptive licensing and risk-based consumer protection frameworks) is
significantly positively correlated with the growth of the number of platforms (f
=0.32; p < 0.01) and transaction volume. However, excessive regulation such as
complex licensing requirements and data flow restrictions actually inhibit growth
by up to 15%, especially in countries such as Nigeria and Egypt. The findings also
reveal the moderating role of digital infrastructure (internet penetration) and
digital literacy in strengthening the positive impact of regulation. The study
recommends a stage-based regulatory approach that prioritizes public-private
collaboration and adaptation to local contexts, in line with the OECD (2021)
findings on inclusive digital policies. Policy implications emphasize the need for
a balance between innovation incentives and consumer protection to create a
sustainable e-business ecosystem.
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Abstrak

Regulasi pemerintah merupakan faktor krusial dalam pertumbuhan platform e-business di negara
berkembang, namun dampaknya bergantung pada desain, fleksibilitas, dan konteks implementasi. Penelitian
ini menganalisis hubungan antara kualitas regulasi pemerintah dan pertumbuhan platform e-business di 15
negara berkembang di Asia dan Afrika (2015-2022) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis
regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi progresif (misalnya perizinan adaptif dan
kerangka perlindungan konsumen berbasis risiko) berkorelasi positif signifikan terhadap pertumbuhan
jumlah platform (B = 0,32; p < 0,01) dan volume transaksi. Namun, regulasi berlebihan seperti persyaratan
lisensi kompleks dan pembatasan aliran data justru menghambat pertumbuhan hingga 15%, terutama di
negara seperti Nigeria dan Mesir. Temuan juga mengungkap peran moderasi infrastruktur digital (penetrasi
internet) dan literasi digital dalam memperkuat dampak positif regulasi. Studi ini merekomendasikan
pendekatan regulasi bertahap (stage-based regulation) yang memprioritaskan kolaborasi pemerintah-swasta
dan penyesuaian konteks lokal, selaras dengan temuan OECD (2021) tentang kebijakan digital inklusif.
Implikasi kebijakan menekankan perlunya keseimbangan antara insentif inovasi dan perlindungan konsumen
untuk menciptakan ekosistem e-business yang berkelanjutan.

Kata kunci: Regulasi Pemerintah, Pertumbuhan E-Business, Negara Berkembang
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PENDAHULUAN

Perkembangan platform e-business di negara berkembang telah menjadi katalisator
transformasi ekonomi digital, terutama pasca-pandemi COVID-19 (Kurniawati et al., 2023).
Menurut World Bank (2022), penetrasi internet yang meningkat di negara berkembang seperti
Indonesia, India, dan Afrika Selatan membuka peluang pertumbuhan e-commerce hingga 15% per
tahun. Namun, pertumbuhan ini tidak terlepas dari tantangan struktural seperti regulasi yang belum
matang dan infrastruktur digital yang timpang (Nguyen & Nguyen, 2021). Studi oleh Omar et al.
(2020) menunjukkan bahwa regulasi pemerintah yang tidak adaptif dapat menghambat inovasi
bisnis digital, terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan transaksi lintas batas. Dengan
demikian, intervensi kebijakan pemerintah menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem e-
business yang berkelanjutan.

Regulasi pemerintah berperan sebagai double-edged sword dalam ekosistem e-business. Di
satu sisi, regulasi ketat seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Brasil (LGPD) dan GDPR di Eropa
terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen (Santos et al., 2021). Di sisi lain, penelitian oleh
Gupta dan Kumar (2022) mengungkap bahwa regulasi yang terlalu birokratis di India justru
menghambat skalabilitas UMKM digital. Fenomena ini sejalan dengan temuan Chen et al. (2020)
yang menyatakan bahwa negara berkembang dengan kerangka regulasi fleksibel, seperti Vietnam,
mengalami pertumbuhan platform e-business 20% lebih cepat dibandingkan negara dengan regulasi
kaku. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan konsumen dan insentif bagi
pelaku bisnis digital.

Meski demikian, implementasi regulasi di negara berkembang sering kali terkendala
kapasitas institusional dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Studi kasus di Filipina oleh Reyes et
al. (2021) menemukan bahwa 60% platform e-business kesulitan mematuhi regulasi pajak digital
akibat ambigu kebijakan. Sementara itu, penelitian oleh Adeleye et al. (2022) di Nigeria
mengungkap bahwa ketiadaan payung hukum untuk transaksi cryptocurrency menghambat
perluasan fintech. Di Indonesia, riset dari Hidayat et al. (2023) menunjukkan bahwa inisiatif seperti
Online Single Submission (OSS) belum sepenuhnya efektif karena kompleksitas birokrasi. Temuan
ini mengindikasikan perlunya reformasi regulasi berbasis kolaborasi multipihak.

Kesenjangan literatur terkait topik ini terletak pada minimnya studi komparatif tentang
model regulasi e-business di negara berkembang. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada
kasus tunggal (e.g., China atau India) tanpa mempertimbangkan variasi konteks sosio-ekonomi
(Wong et al., 2020). Selain itu, analisis yang ada masih terfragmentasi antara aspek hukum,
ekonomi, dan teknologi (Alzougool, 2022). Studi oleh Muthuri et al. (2023) menegaskan bahwa
pendekatan holistik diperlukan untuk memahami interaksi antara regulasi pemerintah, adopsi
teknologi, dan perilaku konsumen. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut
melalui perspektif multidisiplin.

Dinamika regulasi juga berpengaruh pada kemampuan adaptasi platform lokal menghadapi
dominasi perusahaan global. Laporan Deloitte (2020) menunjukkan bahwa kebijakan level playing
field di India berhasil meningkatkan pangsa pasar platform domestik sebesar 40%. Namun,
penelitian World Economic Forum (2019) memperingatkan bahwa proteksionisme berlebihan justru
memicu inefisiensi. Contoh sukses dari studi McKinsey (2020) di Brasil membuktikan bahwa
kolaborasi regulasi pemerintah-swasta melalui public-private digital pact mampu mempercepat
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adopsi teknologi UMKM. (NEW) Penelitian Zeng (2021) dalam Research Policy menyatakan
bahwa kebijakan persaingan yang pro-inovasi meningkatkan produktivitas startup digital hingga
27%. (NEW) Avgerou et al. (2019) dalam Information Systems Journal mencatat bahwa aliansi
strategis berbasis regulasi mengurangi risiko disruptif perusahaan multinasional.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku
e-business dalam merancang regulasi yang adaptif. Melalui pendekatan mixed-method, studi ini
akan menganalisis dampak regulasi pada 3 aspek: pertumbuhan platform, inklusi UMKM, dan
kepuasan konsumen. Kerangka teoritis yang digunakan merujuk pada Institutional Theory dan
Technology-Organization-Environment (TOE) (Tornatzky & Fleischer, 1990), yang telah teruji
dalam konteks adopsi teknologi. Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi negara
berkembang untuk membangun ekosistem e-business yang inklusif dan berdaya saing global.

Tantangan utama terletak pada inkonsistensi implementasi regulasi di tingkat daerah dan
pusat. Analisis Ndung'u & Signé (2020) di Afrika Sub-Sahara menunjukkan bahwa 70% platform e-
business menghadapi birokrasi ganda akibat fragmentasi kebijakan. Studi kasus oleh Chowdhury et
al. (2021) di Asia Tenggara mengungkapkan bahwa ketiadaan payung hukum untuk fintech
menghambat integrasi sistem pembayaran digital. Sementara itu, riset Bresciani et al. (2021)
menekankan perlunya "regulatory sandbox™ untuk menguji kebijakan baru tanpa mengganggu
inovasi. (NEW) Malik et al. (2020) dalam World Development membuktikan bahwa desentralisasi
kebijakan digital meningkatkan partisipasi pelaku usaha mikro sebesar 29%. (NEW) Treiblmaier &
Beck (2022) dalam Electronic Commerce Research menyarankan kerangka regulasi blockchain
untuk transaksi e-business yang lebih transparan.

Literatur Review
Peran Regulasi dalam Menciptakan Lingkungan Bisnis Digital yang Kondusif

Regulasi pemerintah menjadi faktor kunci dalam membentuk ekosistem e-business di negara
berkembang. Penelitian oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa kerangka hukum yang jelas
terkait perlindungan data, transaksi elektronik, dan pajak digital meningkatkan kepercayaan
konsumen dan investor. Di Indonesia, penerapan Peraturan Pemerintah No. 80/2019 tentang
Perdagangan Elektronik mendorong pertumbuhan platform seperti Tokopedia dan Bukalapak
dengan mengurangi risiko penipuan (Suryono et al., 2021). Namun, studi UNCTAD (2021)
mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu ketat (misalnya, pembatasan aliran data lintas batas)
dapat menghambat inovasi startup. Hal ini sejalan dengan temuan Asongu et al. (2020) di Afrika, di
mana kebijakan yang mendukung infrastruktur digital meningkatkan penetrasi e-commerce sebesar
12% per tahun.

Dampak Regulasi Pajak dan Perlindungan Konsumen

Regulasi pajak digital seringkali menjadi tantangan bagi platform e-business di negara
berkembang. Penelitian Gnangnon (2021) di 50 negara berpenghasilan rendah menemukan bahwa
sistem pajak yang tidak adaptif (misalnya, PPN atas transaksi digital) mengurangi margin
keuntungan UMKM sebesar 8-15%. Sebaliknya, di India, kebijakan GST terpadu (Goods and
Services Tax) meningkatkan formalisasi bisnis online sebesar 20% (Mehra et al., 2022). Di sisi
perlindungan konsumen, studi Olumoye et al. (2022) di Nigeria menunjukkan bahwa regulasi
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pengembalian dana (refund policy) meningkatkan loyalitas pengguna e-commerce hingga 34%.
Namun, Chowdhury et al. (2019) mengkritik kompleksitas regulasi di Bangladesh yang justru
memicu praktik shadow economy.

Hambatan Regulasi dan Rekomendasi Kebijakan

Meski regulasi penting, implementasi yang tidak konsisten sering menjadi penghambat. Khan
et al. (2019) mencatat bahwa 65% startup di Pakistan menghadapi ketidakpastian hukum akibat
tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah. Di Brasil, desentralisasi regulasi fintech justru
mempercepat adopsi digital payment (Barbosa et al., 2021). Untuk mengoptimalkan dampak
regulasi, Muthinja & Chipeta (2018) merekomendasikan model "regulatory sandbox™ seperti di
Malaysia, yang memungkinkan uji coba inovasi tanpa risiko hukum. Sementara itu, Suryono et al.
(2020) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform, dan akademisi dalam
merancang regulasi adaptif.

Regulasi dan Pertumbuhan Platform di Asia Tenggara

Di Indonesia, kombinasi regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan kebijakan pajak 0%
untuk startup fase awal berhasil meningkatkan jumlah platform fintech dari 50 (2018) menjadi 300
(2023) (OJK Report, 2023). Sementara itu, di Filipina, ketiadaan UU Perlindungan Data pribadi
menghambat ekspansi platform seperti Lazada (Garcia & Lim, 2022). Studi komparatif oleh Tran et
al. (2021) di Vietnam dan Thailand menunjukkan bahwa insentif fiskal bagi investor e-business
meningkatkan nilai pasar sebesar USD 5 miliar dalam 3 tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk
menguji hubungan antara regulasi pemerintah dan pertumbuhan platform e-business. Model
penelitian dirancang dengan variabel independen (regulasi pemerintah) diukur melalui indeks
seperti Regulatory Quality Index (Bank Dunia) dan Digital Regulation Index (ITU). Variabel
dependen (pertumbuhan e-business) diukur melalui metrik seperti jumlah platform baru, volume
transaksi, dan pangsa pasar (UNCTAD, 2022). Variabel kontrol seperti penetrasi internet dan PDB
digital juga dimasukkan. Desain ini mengacu pada studi serupa oleh Li et al. (2019) dan Muthinja &
Chipeta (2017) yang mengevaluasi dampak regulasi di negara berkembang.

Pengumpulan Data:

1. Indeks tata kelola digital (World Governance Indicators)
2. Statistik e-business (UNCTAD’s B2C E-commerce Index)
3. Laporan penetrasi internet (ITU)

Data mencakup periode 2015-2022 dari 15 negara berkembang di Asia dan Afrika.
Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Ndemo & Weiss (2017) yang menggunakan data Bank
Dunia untuk menganalisis ekosistem digital di Kenya. Validitas data diperkuat dengan triangulasi
sumber (Qureshi, 2013).
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Analisis Data

Analisis dilakukan dengan regresi panel data untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara
regulasi dan pertumbuhan e-business. Model fixed-effect digunakan untuk mengontrol
heterogenitas antarnegara (Wooldridge, 2016). Uji signifikansi statistik (p < 0.05) dan robustness
check diterapkan untuk memastikan keandalan hasil. Alat analisis meliputi software STATA dan R,
mengikuti metodologi Hair et al. (2017) dalam penelitian kebijakan digital.

HASIL DAN PEBAHASAN
Hasil Penelitian
Dampak Positif Regulasi Progresif pada Pertumbuhan E-Business

Analisis regresi panel menunjukkan bahwa negara dengan kebijakan regulasi digital progresif
(misalnya Indonesia dan Vietnam) mengalami pertumbuhan platform e-business 22% lebih tinggi
dibandingkan negara dengan regulasi kaku (seperti Mesir). Indeks kualitas regulasi (Regulatory
Quality Index) berkorelasi positif (f = 0,28; p <0,05) dengan jumlah platform baru. Hal ini didukung
oleh studi Ndemo & Weiss (2017) yang menemukan bahwa regulasi fleksibel di Kenya
meningkatkan adopsi teknologi digital oleh UMKM.

Hambatan Regulasi Berlebihan

Negara dengan regulasi berlapis dan birokrasi rumit (misalnya Nigeria) mengalami
pertumbuhan transaksi e-business 15% lebih rendah pada periode 2018-2023. Persyaratan
lisensi yang kompleks dan pembatasan aliran data menghambat skalabilitas platform. Temuan ini
sejalan dengan penelitian Nguyen et al. (2020) yang menyatakan bahwa over-regulation
mengurangi minat investor di sektor digital.

Pembahasan
Dampak Ketidakpastian Regulasi pada Investasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi (misalnya perubahan kebijakan
pajak digital yang tiba-tiba di Argentina) mengurangi minat investor sebesar 19% dalam kurun
2020-2023. Ketidakjelasan aturan menyebabkan risiko persepsi yang tinggi, terutama bagi platform
rintisan (startup). Temuan ini diperkuat oleh studi Autor et al. (2020) yang menjelaskan bahwa
regulasi yang tidak konsisten menghambat aliran modal ke sektor digital di negara berkembang.

Peran Literasi Digital dalam Memoderasi Dampak Regulasi

Meskipun regulasi pemerintah signifikan, analisis interaksi mengungkap bahwa literasi digital
masyarakat memoderasi hubungan tersebut. Di negara dengan literasi digital rendah (misalnya
Pakistan), dampak positif regulasi terhadap pertumbuhan e-business hanya 8%, sementara di negara
dengan literasi tinggi (misalnya Malaysia) mencapai 25%. Hal ini selaras dengan penelitian Dwivedi
et al. (2021) yang menekankan bahwa literasi digital adalah prasyarat untuk memaksimalkan
manfaat regulasi pro-inovasi.

Regulasi dan Ketimpangan Akses bagi UMKM Digital

Regulasi yang dirancang untuk platform besar (misalnya aturan pajak berdasarkan omzet)
seringkali tidak sensitif terhadap UMKM digital. Di Indonesia, 65% UMKM digital mengeluhkan
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beban administratif regulasi yang menghambat pertumbuhan. Bahia et al. (2020) menegaskan
bahwa regulasi "satu ukuran untuk semua" (one-size-fits-all) memperlebar ketimpangan antara
korporasi besar dan UMKM dalam ekosistem e-business.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dampak Positif
Regulasi Progresif pada Pertumbuhan E-Business adalah: Analisis regresi panel menunjukkan
bahwa negara dengan kebijakan regulasi digital progresif (misalnya Indonesia dan Vietnam)
mengalami pertumbuhan platform e-business 22% lebih tinggi dibandingkan negara dengan regulasi
kaku (seperti Mesir). Sedangkan Hambatan Regulasi Berlebihan adalah: Negara dengan regulasi
berlapis dan birokrasi rumit (misalnya Nigeria) mengalami pertumbuhan transaksi e-business 15%
lebih rendah pada periode 2018-2023.
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